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Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan prosedur audit kepatuhan Dana Kampanye (DaKam) partai
politik dan standar mutu yang berlaku. Indonesia adalah negara demokrasi yang pemegang kedaulatan
tertinggi ditangan rakyat yang diatur dalam UUD 1945. Demokrasi di Indonesia mewarnai penyelenggaraan
pesta domkrasi, yaitu Pemilu dan Pilkada. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Sumber data diambil dari
hasil dokumen yang diterima, wawancara dan dokumentasi, pengambilan data. Penelitian menjelaskan
prosedur audit kepatuhan partai politik dalam melaporkan DaKam partai politik, Hasil penelitian yang
didapatkan dari perencanaan audit DaKam KAP diharuskan melakukan perikatan terlebih dahulu dalam
melakukan audit DaKam, pelaksanaan audit DaKam dengan memeriksa dokumen Rekening Khusus DaKam,
Laporan Awal DaKam, Laporan Pemberi Sumbangan DaKam, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
DaKam yang diunggah kedalam Sistem Informasi Kampanye dan DaKam (SIKADEKA) dan pelaporan DaKam
sesuai aturan KPU dan standar audit yang berlaku.

Kata kunci : Audit Kepatuhan, Dana Kampanye, Partai Politik

Abstract

This study aims to find out the implementation of the campaign fund compliance audit procedure (DaKam) of
political parties and the applicable quality standards. Indonesia is a democratic country that holds the highest
sovereignty in the hands of the people as stipulated in the 1945 Constitution. Democracy in Indonesia colors the
organization of the democracy party, namely the Election and Regional Elections. The research method uses
qualitative. Data sources are taken from the results of documents received, interviews and documentation, data
collection. The research explains the compliance audit procedure of political parties in reporting political party
DaKam, The results obtained from the planning of the DaKam KAP audit are required to first engage in conducting
a DaKam audit, the implementation of the DaKam audit by examining the documents of the DaKam Special
Account, the DaKam Initial Report, the DaKam Donor Report, and the DaKam Revenue and Expenditure Report
which are uploaded into the Campaign and DaKam Information System (SIKADEKA) and reporting DaKam
according to the rules.

Keywords : Compliance Audits, Campaign Funds, Political Parties

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mengalami peningkatan yang ditandai dengan bertambahnya antusias
masyarakat dalam menciptakan negara yang demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk keadilan
yang partisipasi secara nyata warga negara yang ingin tergabung untuk membangun bangsa. Adanya
demokrasi menciptakan tujuan yaitu menciptakan keadilan saat berpolitik serta mewujudkan
keadilan untuk rakyat Indonesia pada semua kalangan (Masyitoh, Wardhani, & Set-yanigrum, 2015).
Sesuai UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan MPR sepenuhnya, yang
termasuk dalam pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa kedaulatan paling tinggi berada ditangan rakyat
serta dijalankan berdasarkan UUD. Pada saat ini, wujud nyata dari adanya demokrasi dapat berupa
keikutsertaan warga negara dalam memilih calon pemimpin yang akan menduduki kursi
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pemerintahan. keikutsertaan dapat dilakuka dengan menggunakan hak pilih dengan sebaik mungkin
(Sugiwa, Arifah, & Farobi, 2023).

Demokrasi di Indonesia mewarnai penyelenggaraan pesta demokrasi, termasuk saat Pemilu
dan Pilkada. Pada proses tersebut, kampanye menjadi salah satu elemen penting bagi para calon
untuk memperkenalkan diri dan meraih simpati masyarakat. Kampanye membutuhkan dana yang
tidak sedikit, sehingga diperlukan pengaturan dan pengawasan terhadap DaKam. Dengan adanya
sistem terbuka, warga negara tidak mrncoblos partai politik tetapi mencoblos calon legislatif. Calon
yang terpilih pada suatu daerah didasaekan suara terbanyak yang didapat (Ganguly, Al-Faraj, &
Hancock, 2021). Tentunya pada saat pemilihan secara langsung maupun tidak langsung akan
memberi dampak serta peluang bagi setiap calon. (Sugiwa, dkk., 2022).

TINJAUAN PUSTAKA
Partai Politik

Partai politik merupakan kelompok organisasi yang memiliki anggota serta berorientasi
terhadap cita-cita yang sama, nilai, dan memiliki tujuan yaitu memiliki kekuasaan politik serta
memiliki kedudukan politik dengan cara konstitusional. Definisi partai politik, yakni organisasi yang
dibentuk guna memengaruhi karakter serta bentuk kebijaksanaan publik dalam kepentingan
ideologis dan kerangka prinsip tertentu, dengan adanya praktik kekuasaan secara langsung yang
disebut partisipasi warga negara pada pemilihan (Mark N. Hugopian, 2023).

Dana Kampanye

Menurut PKPU 18 Tahun 2023 pasal 1 ayat 20, DaKam adalah jumlah dana yang berbentuk
barang, jasa maupun uang yang dipergunakan calon untuk mendanai aktivitas kampanye. DaKam
terdiri dari 4 hal yaitu

1. Rekening Khusus DaKam (RKDK)

2. Laporan Awal DaKam (LADK)

3. Laporan Pemberi Sumbangan DaKam (LPSDK)

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran DaKam (LPPDK)

Menurut PKPU no 18 Tahun 2023 DaKam pada Pemilu 2024 dapat diperoleh dari individu
maupun berkelompok, instansi, maupun badan usaha bukan pemerintah. Tetapi, donasi DaKam yang
diterima dari pihak-pihak yang ada memiliki batas penerimaan. Jika diperinci, sumbangan DaKam
bagi calon presiden serta wakilnya berasal dari perorangan dengan nominal maksimal Rp2,5 miliar.
Disisi lain, DaKam ditujukan kepada calon presiden beserta wakilnya yang sumbernya dair
perusahaan dengan nominal maximal Rp25 miliar. Sedangkan, bagi calon anggota DPR maupun
DPRD untuk sumbangan DaKam dibatasi dengan nominal Rp2,5 miliar perindividu. Dana kampanaye
bagi DPR yang berasal dari instansi memiliki nominal maximal yaitu Rp25 miliar. Sedangkan,
sumbangan DaKam bagi calon anggota DPD maksimal sebesar Rp750 juta perindividu. Terakhir,
sumbangan DaKam anggota partai politik berasal dari instansi dengan nominal maximal RP1,5
miliar.

Batasan jumlah sumbangan DaKam untuk pemilihan umum serta pemilihan presiden beserta
wakilnya pada periode 2019 sampai 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan
periode 2104. Sebagaimana diketahui, pada periode 2014, sumbangan DaKam perseorangan tidak
diperkenan lebih dari Rp1 miliar serta badan usaha tidak boleh lebih ketentuan maximal yaitu Rp5
miliar. Sedangkan, pada periode 2019, sumbangan DaKam yang berasal dari perindividu tidak
diperkenakan melebihi Rp2,5 miliar dan untuk kelompok tidak diperkenankan melebihi Rp 25 miliar.
Audit Kepatuhan

Berdasarkan Arens, Elder dan Beasley (2021) audit didefinisikan sebagai kesatuan atau
penilaian bukti terkait kapasitas dalam menentukan serta mengumpulkan surat-menyurat yang
didasarkan pada peraturan yang disepakati. Audit wajib dilakukan oleh seseorang yang memiliki
kompetensi serta independen. Kompetensi merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan
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tugas menunjukkan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk pengetahuan, pengalaman kerja
(Faizah, Budiwitjaksono & Vendy, 2024). Kompetensi menunjukkan kemampuan ilmiah dan keahlian
teknis dalam bentuk ketrampilan dan pengalaman untuk mendukung pekerjaan khusus atau profesi
(Budiwitjaksono dkk, 2020). Terdapat dua tipe auditor yaitu auditor internal dan auditor eksternal.
Auditor eksternal merupakan pihak ketiga yang independen disebut sebagai akuntan publik. Dalam
menjalankan kewajibannya sebagai auditor independen,

Pekerjaan audit dilaksanakan oleh auditor berdasarkan standar yang ditetapkan untuk
mencapai kualitas hasil pekerjaan audit. Kualitas audit dipengaruhi oleh Batasan lamanya pekerjaan
audit (audit tenure) yang dapat mengurangi kemampuan auditor untuk mendeteksi potensi risiko
atau ketidakpatuhan (Adriansyah & Budiwitjaksono, 2024). Audit Kepatuhan sebuah audit dengan
tujuan menentukan apakah sesuatu yang diaudit sesuai dengan kondisi maupun aturan tertentu.
Hasil audit kepatuhan biasanya dilaporkan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk membuat
kriteria. Audit kepatuhan sering dijumpai pada pemerintahan (Mulyadi, 2021). Audit kepatuhan
digunakan untuk menilai kepatuhan pelaporan DaKam suatu partai. Audit kepatuhan untuk
pelaporan DaKam dilakukan oleh KAP yang telah melalui proses seleksi oleh KPU. Pedoman
pelaksanaan Audit Laporan DaKam diatur oleh KPU yang tertuang pada SK nomor 1781 tahun 2018.
SIKADEKA

Menurut PKPU 18 tahun 2023 SIKADEKA ialah sebuah sistem serta teknologi informasi yang
dipergunakan untuk memfasilitasi tahapan kampanye maupun DaKam dan pelaksanaan
penunjukkan KAP. Sistem tersebut digunakan peserta pemilu dalam penyusunan dan penyampaian
laporan DaKam. Sedangkan, KPU menggunakan sistem tersebut pada perolehan laporan DaKam,
maupun pelaksanaan pengadaan KAP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Anggito dan Setiawan (2020),
penelitian kualitatif adalah pendekatan penilitian yang bertujuan untuk memahami fenomena
berdasarkan prospektif partisipan dan kontektual yang mendalam. penelitian dengan metode
kualitatif berupaya mengonstruksi realita dengan memahami maknanya. Dengan itu penelitian ini
harus mengamati proses, peristiwa dan otentisitas. Pada dasarnya metode ini menghadirkan nilai
eksplisit pada situasi tertentu dengan melibatkan subjek dengan jumlah sedikit. (Sugiyono,2020).

Data penelitian diperoleh atas hasil dokumen yang diterima, wawancara dan dokumentasi,
pengambilan data terpenting serta membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dpahami oleh
pembaca adalah analisis data (Sugiyono, 2020).

PEMBAHASAN
Perencanaan Audit DaKam

Sebelum melakukan pengauditan pihak KAP melakukan perjanjian dengan pihak KPU, hal
tersebut dilakukan sesuai pasal serta ketentuan yang tidak memberatkan secara sepihak. Dalam
perencanaan perikatan mengatur KAP dengan prosedur yang dilakukan selama audit, tujuan audit,
jangka waktu, fee audit, dan hal-hal terkait tugas auditor. Perikatan oleh kedua belah pihak, KAP
mengatur tim pemeriksa yang sudah diatur dalam PKPU no 18 tahun 2023 dan sesuai dengan kriteria
yang diatur dari SIKADEKA.

Perbedaan pemilu tahun 2024 dengan sebelumnya, dimana sebelumnya terjadi pandemi
Covid-19 dimana tim KAP tidak bisa melakukan cek terkait laporan dana dan juga cek dokumen
tambahan secara langsung disetiap kabupaten/ kota dan digantikan dengan mengisi informasi dan
data diri menggunakan sistem informasi SIKAP. Namun, tidak jauh berbeda dengan pemilu sekarang
dimana KAP juga megisi informasi dan data diri dengan sistem yang telah diperbarui. Pemilu
sekarang dapat juga terjun ke kabupaten/ kota untuk meminta keterangan terkait laporan dana yang
digunakan dalam kampanye dan juga meminta dokumen tambahan.
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Sebelum melakukan audit KPU melakuakan sebuah pertemuan antara KAP dengan partai
politik, dimana dalam pertemuan tersebut KPU menjelaskan tentang peraturan yang dipakai dalam
audit DaKam, tata cara melakukan submit laporan dan cara mengecek dokumen yang akan diaudit,
apa saja audit yang akan dilakukan KAP, tanggal awal dan akhir pelaporan DaKam dan juga
menjelaskan kepada partai politik terkait laporan apa saja yang harus disiapkan. Beberapa partai
politik yang ikut serta dalam pemilu 2024 telah disiapkan masing-masing akan diaudit pihak KAP
yang telah mensetujui perikatan dalam audit DaKam.

Pelaksanaan Audit DaKam

Dalam pelaksanaan audit DaKam KAP melakukan melalui sistem SIKADEKA yang telah
disiapkan. Sistem tersebut yang membantu dalam pengecekan dokumen yang diperlukan saat audit
sesuai dengan PKPU 18 tahun 2023. Tim KAP mulai melakukan pengecekan terhadap dokumen-
dokumen yang disubmit oleh partai politik disistem SIKADEKA. Dokumen yang diperlukan KAP yang
diatur PKPU 18 tahun 2023 terkait RKDK, LADK, LPSDK, dan LPPDK. RKDK ialah Rekening yang
dikhususkan untuk DaKam yang dimana menampung dana dari partai politik atau dana sumbangan
yang berupa uang tunai, pembuatan RKDK dibuat mencegah kecurangan oknum dalam menerima
dana maupun mengeluarkan dana. LADK ialah laporan awal yang dibuat untuk mengetahui dana
awal yang di terima partai politik tersebut. LPSDK ialah laporan sumbangan perindividu, kelompok,
instansi maupun badan usaha bukan pemerintah. LPPDK ialah laporan yang dibuat untuk
melaporkan dana yang diterima partai politik dan dana yang dikeluarkan oleh partai politik supaya
tidak melanggar aturan terkait maksimal dana yang dikeluarkan kampanye diatur dalam PKPU 18
tahun 2023.

KAP membuat kertas kerja audit DaKam yang diatur PKPU 18 tahun 2023, dalam pengerjaan
kertas kerja diharuskan mengecek sistem yang telah disediakan karena setiap kabupaten / kota
berbeda-beda terkait dana yang diterima dari partai politik maupun dari sumbangan dan juga
pengeluaran yang berbeda-beda. Pengerjaan kertas kerja paling lambat 30 hari dari tanggal awal
melakukan audit, seminggu sebelum tanggal berakhir diharuskan melakukan submit laporan audit
ke sistem SIKADEKA dan mencetak hardfile laporan audit yang diberikan ke KPU. Dalam isi kertas
kerja KAP hanya mengecek apakah dokumen yang dilampirkan partai politik sesuai dengan kertas
kerja yang dibuat KAP sesuai PKPU 18 tahun 2023.

Dalam pelaksanaan DaKam, tim audit mengumpulkan bukti, evaluasi kecukupan bukti,
pemeriksaan LPPDK, melakukan konfirmasi, dan menyimpulkan asersi kepatuhan peserta pemilu.
Dikarenakan telah disiapkan SIKADEKA maka peserta pemilu diharuskan mengunggah LPPDK
tersebut. Tim audit mengumpulkan bukti dari unggahan peserta pemilu dan melakukan pengecekan
sesuai aturan PKPU 18 tahun 2023. Pengecekan itu berupa RKDK, LADK, LPSDK, dan LPPDK.
Selanjutnnya tim audit melakukan evaluasi bukti. Evaluasi dilakukan dengan tujuan memastikan
bahwasannya bukti dari unggahan peserta pemilu kedalam SIKADEKA sudah sesuai dengan
peraturan yang belaku. Namun, jika bukti yang diberikan kurang relevan tim audit melakukan
komunikasi kepada peserta pemilu untuk meminta bukti konkret.

Setelah itu, tim audit melakukan pemeriksaan LPPDK dan kepatuhan dari peserta pemilu.
Peeriksaan diawali dengan memverifikasi terkait bukti yang dikumpulkan. Verifikasi bertujuan
untuk memastikan saldo awal sesuai dengan penerimaan dana, serta tidak melanggar peraturan yang
berlaku. Tim audit memastikan bahwa dana dan data transaksi yang tercatat sudah sesuai dengan
bukti yang diberikan. Setelah itu, tim audit melakukan rekonsiliasi terhadap LADK dan RKDK,
rekonsiliasi dilakukan pada saat penutupan pembukuan LADK.

Prosedur dalam melaksanakan audit DaKam yaitu konfirmasi. Tim audit melakukan
konfirmasi kepada KPU terkait kesesuaian penyampaian batas waktu pelaporan LADK, LPSDK, dan
LPPDK peserta pemilu. Tim audit melakukan konfirmasi kepada pihak bank terkait kesesuaian saldo
pembukaan RKDK. Konfirmasi dilakukan juga kepada pihak sumbangan dalam memastikan saldo
yang diterima pada LPSDK sesuai dengan bukti pendukung yang diunggah.
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Pelaporan Audit DaKam

Pelaporan audit DaKam adalah output pekerjaan setelah dikerjakan oleh team audit dengan
melakukan perbandingan antara kegiatan dengan prosedur yang sesuai bukti pendukung. Apabila
kegiatan telah sama dengan bukti pendukungnya sehingga output laporan adalah patuh. Namun,
aktivitas yang bertolakbelakang dengan bukti tambahan, audit report berisi opini tidak patuh yang
diserahkan tim KAP untuk diunggah kedalam SIKADEKA.

Dalam melakukan pengunggahan laporan audit pada SIKADEKA terjadi kendala, seperti
kendala pada jaringan dan server down. Dalam melakukan pengaksesan laporan DaKam dilakukan
secara serentak dan menjadikan jaringan yang dipakai dalam melakukan pengunduhan menjadi
terhambat dan server SIKADEKA menjadi down karena banyaknya pengguna yang mengakses sistem
tersebut, mengakibatkan tim audit menunggu dan juga bisa menghambat pelaksanaan audit.

Kendala lain juga kurangnya pemahaman dari peserta pemilu, beberapa dokumen yang tidak
sesuai, tidak lengkap, tidak konkret. Mengharuskan tim audit melakukan konfirmasi pada peserta
pemilu tersebut terkait kelengkapan dokumen yang tidak sesuai. Tim audit meminta peserta pemilu
untuk menyiapkan dokumen konkret dan juga mengirimkan dokumen sebagai bukti bahwa peserta
pemilu melakukan kesalahan dalam pengunggahan. Kendala lain juga sempat terjadi dikarenakan
beberapa peserta pemilu yang gagal ada beberapa yang tidak bertanggung jawab untuk melaporkan
DaKam. Namun, ada juga peserta pemilu yang kalah melakukan pelaporan DaKam tetap melaporkan
DaKam, peserta pemilu tersebut masih memiliki kesadaran yang lebih baik daripada tidak
melaporkan DaKam.

Tim auditor melakukan kesimpulan atas hasil dari pengamatan serta penghimpunan bukti-
bukti yang memadai yang ada pada laporan asurans. Kesimpulan didasari pada hasil evaluasi auditor
dengan mempertimbangkan peraturan serta aspek yang ada. Laporan asurans ditunjukkan secara
tertulis serta berisi pernyataan akan kesimpulan hasil evaluasi dari adanya Laporan DaKam. Tahap
selanjutnya yaitu, menyusun Laporan Final Audit dan diserahkan ke KPU. Batas penyerahan laporan
audit atas DaKam disepakati setalah 30 hari sejak Laporan DaKam diterima. KAP wajib
menyampaikan Hasil Audit kepada KPU sesuai dengan tanggal yang disepakati. Dengan demikian,
berjalannya prosedur audit DaKam sesuai standar mutu audit yang berlaku.

KESIMPULAN

Penelitian diatas membahas tentang compliance audited DaKam partai politik. KAP tidak
melakukan kunjungan ditiap kabupaten/kota, dikarenakan dokumen peserta pemilu diunggah pada
sistem yang disediakan oleh KPU, yaitu SIKADEKA. Sistem tersebut menampung dokuemen laporan
DaKam dan juga bukti pendukung. KAP dalam melaksanakan audit DaKam dengan mengumpulkan
dan memeriksa dokumen dari sistem yang disediakan. Hasil dari pekerjaan audit dengan melakukan
perbandingan antara kegiatan serta prosedur didasarkan pada bukti pendukung. Jika kegiatan telah
sesuai dengan bukti pendukungnya, hasil dari laporan yaitu patuh. Namun, aktivitas yang tidak
searah dengan bukti pendukungnya dianggap tidak patuh. Laporan audit asurans merupakan
penjelasan terkait kepatuhan yang diserahkan tim KAP dan diunggah dalam SIKADEKA.

Tim auditor melakukan kesimpulan terkait hasil dari pemeriksaan serta pengumpulan bukti
yang ada pada laporan asurans. Kesimpulan didasari atas hasil evaluasi auditor dengan
pertimbangan peraturan serta aspek yang berlaku. Setelah itu, dilakukan penyusunan Laporan Final
Audit serta diserahkan pada pihak KPU. Berkaitan dengan batasan penyerahan laporan audit DaKam
telah disepakati yaitu 30 hari setelah Laporan DaKam diterima. KAP menyerahkan Laporan Hasil
Audit kepada pihak KPU sesuai aturan yang disepakati. Secara keseluruhan, pelaksanaan prosedur
audit DaKam yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar mutu audit yang berlaku.
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